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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

2.1
Kajian Pustaka


Kajian pustaka merupakan kajian secara luas mengenai konsep dan kajian hasil penelitian sebelumnya yang digunakan dalam mendukung penelitian yang dilakukan dengan pembahasan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa hasil penelitian yang mengkaji dimensi, Aspek dan unsur dari fungsi administrasi secara luas dikemukakan dalam pembahasan dibawah ini.

2.1.1   Hasil Penelitian Safarna (2007)


Safarna (2007), melakukan penelitian tentang Pengaruh Remunerasi Terhadap Efektivitas kerja Pegawai Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung. Penelitian ini didasarkan pada masalah pokok kinerja yang rendah di Departemen Agama Kabupaten Bandung, rendahnya efektivitas kerja pegawai diduga disebabkan karena komponen remunerasi belum dijalankan secara optimal, sehingga peneliti mengambil judul penelitian yaitu "Pengaruh Remunerasi Terhadap Efektivitas kerja Pegawai Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung".
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory survey, dengan mendeskripsikan fenomena sosial yang tengah berlangsung, dalam mana peneliti mengamati pengaruh remunerasi (variabel bebas) dengan simbol X terhadap efektivitas kerja pegawai (variabel terikat) dengan simbol Y. Penelitian ini juga menggunakan analisis kuantittatif melalui analisa jalur (path analysis) dengan maksud mengetahui besaran variabel pengaruh remunerasi ini terhadap efektivitas kerja pegawai pada Kantor Departemen Agama Kota Bandung.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel remunerasi berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai. Namun setelah dilakukan penelitan secara individual ada salah satu dimensi dari variabel remunerasi yang kurang berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai yaitu dimensi insentif. Walaupun demikian dimensi tersebut tetap harus diperhatikan oleh pimpinan.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa beberapa dimensi remunerasi belum dijalankan secara optimal pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung, padahal remunerasi berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai. Dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja pegawai yang selama ini masih rendah.
2.1.2   Hasil Penelitian Sugiana (2006)

Sugiana (2006), melakukan penelitian tentang Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Pegawai terhadap Efektivitas kerja Pegawai di Sekretariat Daerah Kota Bandung. Hasil penelitianya mengungkapkan bahwa pengaruh prinsip-prinsip penilaian prestasi kerja pegawai secara parsial terhadap efektivitas kerja pegawai di Sekretariat Daerah Kota Bandung belum sepenuhnya mempengaruhi. Ada satu prinsip yang belum berpengaruh secara signifikan yaitu; prinsip tersebut belum dijalankan dan dilaksanakan oleh pimpinan dalam melakukan penilaian prestasi kerja pegawai terhadap efektivitas kerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Bandung. Sedangkan prinsip penilaian prestasi kerja pegawai berorientasi prinsip penilaian prestasi kerja pegawai dilaksanakan secara periodik, prinsip penilaian prestasi kerja pegawai berorientasi ada kesepakatan antara penilai dengan yang dinilai tentang tugas-tugas yang dilakukan dan prinsip penilaian prestasi kerja pegawai berorientasi prinsip penilai terlibat dengan karyawan dalam penentuan rencana yang dapat digunakan untuk mengurangi kelemahan telah dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan konsep teori yang digunakan, artinya prinsip-prinsip tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Pengaruh Penilaian prestasi kerja pegawai secara simultan terhadap efektivitas kerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Bandung telah mempengaruhi secara signifikan. Hal ini didasarkan pada besarnya pengaruh penilaian prestasi pegawai yang telah dijalankan pimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai pada sekretariat daerah Kota Bandung. Dari empat prinsip penilaian prestasi kerja, satu prinsip belum dapat dijalankan dengan tepat mengingat keterbatasan kemampuan pegawai dalam memahami pengetahuan yang perlu dikembangkan. Sementara tiga prinsip penilaian prestasi kerja pegawai telah dapat dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan teori yang digunakan.

Ada beberapa prinsip lain yang berpengaruh di luar prinsip-prinsip yang dianalisis pada penelitian ini cukup signifikan, seperti prinsip pengalaman bekerja, prinsip kepandaian bergaul, serta prinsip inisiatif dan kreatif. Prinsip-prinsip ini cukup berpengaruh dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut di kemudian hari untuk melengkapi pengembangan konsep teori penilaian prestasi kerja pegawai secara lebih luas.
Kaitan antara hasil penelitian Safarna dengan penelitian yang dilakukan peneliti antara lain sama-sama mengembangkan teori remunerasi dan efektivitas kerja. Namun dalam hal ini peneliti menggunakan teori efektivitas kerja dari Steer dalam Jamin sebagai variabel terikat (Y), sedangkan pada penelitian Safarna menggunakan teori efektivitas kerja dari Sedarmayanti sebagai variabel terikat (Y). Selain itu terdapat perbedaan objek penelitian, peneliti memilih Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitiannya, sedangkan pada penelitian Safarna memilih objek penelitian pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung. Pada penelitian Sugiana, terdapat perbedaan dalam menggunakan objek penelitian, dimana Sugiana memilih sekretariat Daerah Kota Bandung sebagai objek penelitian. Kedua peneliti tersebut telah memberikan inspirasi dan kontribusi tentang pentingnya remunerasi dan efektivitas kerja kepada peneliti untuk mengembangkan teori secara lebih luas.
Keterkaitan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti, yaitu melakukan penelitian yang sama membahas variabel-variabel bebas tentang remunerasi dan efektivitas kerja pegawai, tetapi berbeda lokus dan alat ukur yang digunakan untuk kedua variabel. 

Relevansi penelitian sebelumnya dengan peneliti digambarkan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :
Tabel. 2.1
Relevansi Hasil Penelitian Terdahulu dengan Tesis Peneliti
	No
	Judul
	Teori penelitian sebelumnya
	Teori yang digunakan peneliti
	Originalitas

	1
	Safarna (2007), Pengaruh Remu-nerasi Terhadap Efektivitas kerja Pegawai Pada Kantor Departe-men Agama Ka-bupaten Bandung.
	Remunerasi menggu-nakan teori Heidja-rachman dan Husnan (1984:162) tentang aspek-aspek remune-rasi. Sedangkan efek-tivitas kerja yang digunakan berdasar-kan pendapat Gibson (2001)
	Remunerasi menggu-nakan teori Rivai (2004: 360) tentang komponen-komponen yang mempengaruhi remunerasi Sedangkan efektivitas kerja yang digunakan berdasarkan pendapat Steer dalam Jamin (1994: 151)
	Lokus dan kajian teori dengan pe-nelitian sebelum-nya berbeda.

	2
	Sugiana (2006), Pengaruh Peni-laian Prestasi Ker-ja Pegawai terha-dap Efektivitas kerja Pegawai di Sekretariat Dae-rah Kota Bandung
	Teori penilaian pres-tasi kerja mengguna-kan teori Simamora (2004) tentang Sis-tem Penilaian Pres-tasi kerja. Sedangkan efektivitas kerja yang digunakan berdasar-kan pendapat Gibson (2001)
	Remunerasi menggu-nakan teori Rivai (2004:360) tentang komponen-komponen yang mempengaruhi remunerasi Sedangkan efektivitas kerja yang digunakan berdasarkan pendapat Steer dalam Jamin (1994: 151)
	Lokus dan kajian teori dengan pe-nelitian sebelum-nya berbeda.


Sumber : Hasil Penelitian, 2012-2013 
2.1.3 Lingkup Administrasi Publik dan Implementasi Kebijakan Publik.
1.
Administrasi Publik
Perkembangan administrasi publik mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan kehidupan dan perkembangan kemajuan masyarakat yang dibarengi dengan perubahan paradigma berpikir. Kasim (2011:8) menyatakan bahwa :

Perkembangan administrasi publik di suatu negara banyak dipengaruhi oleh dinamika masyarakatnya, di mana keinginan masyarakat tersalur melalui sistem politik, sehingga administrasi publik dapat merasakan tantangan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat selalu berubah.
Administrasi Publik (Public Administration) yang lebih dikenal di Indonesia dengan istilah administrasi negara, selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut administrasi publik, merupakan salah satu tingkatkan dari kegiatan pemerintahan. Administrasi publik merupakan salah satu bagian dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan proses politik, terutama kaitannya dengan perumusan berbagai kebijakan negara, sehingga administrasi publik itu sudah dikenal dengan keberadaan sistem politik di suatu negara. Oleh karena itu Kasim (2011:8) menyatakan :

Administrasi publik sangatlah berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula terhadap implementasi kebijakan karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh para pembuat kebijakan politik.

Pemahaman di atas memperlihatkan bahwa administrasi publik berdampak pada tingkat perumusan kebijakan, juga pada implementasi kebijakan karena administrsi publik memiliki tujuan program yang ditemukan oleh para perumus kebijakan negara. Menurut Dimock dalam Suradinata (2003:33) bahwa "The administration process is an intergral part of political process of the nation (proses administrasi sebagai proses politik merupakan bagian dari proses politik suatu bangsa)". Hal ini bisa saja dipahami karena berdasarkan perkembangan paradigma administrasi pada dasarnya administrasi publik itu berasal dari ilmu politik yang ditujukan agar proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Alamsyah (2005:46) menerangkan bahwa “Administrasi publik diterjemahkan sebagai instrument untuk mengorganisir berbagai komponen yang ada dalam sebuah organisasi yang secara fungsional terstruktur dengan baik”. Berdasarkan pendapat tersebut, spesialisasi merupakan karakteristik yang pertama bagi seorang public administrator yang mempunyai tanggungjawab khusus dalam sebuah organisasi.

Konteks politik, administrasi publik sangat berperan dalam perumusan kebijakan Negara. Hal ini dikemukakan oleh Gordon dalam Henry (2004:33) yang menyebutkan bahwa :

“For the later of the twentieth century, the public bureaucracy has been the locus of public polici formulation and the major determinant of where this country is going. (pada abad ke 20, birokrasi public telah menjadi bagian dari kebijakan public dan faktor pembeda bagi proses peradaban yang sedang maju).”
Administrasi publik telah dipandang sebagai bagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan Negara (public policy implementation). Birokrasi pemerintah telah menjadi wadah perumusan kebijakan Negara dan penentu utama kemana Negara itu akan dituju. Pendapat tersebut didukung oleh Gordon dalam Henry terjemahan Lontoh (2004:21-22) yang menyatakan :
Birokrasi pemerintah semakin dituntut untuk menerapkan unsur-unsur efisiensi agar penggunaan sumber daya berlangsung secara optimal di sektor public. Selain itu, dituntut adanya keahlian administratif sehingga dapat diwujudkan pemerintahan yang efisien atau dengan perkataan lain, pejabat dalam administrasi pemerintah dapat ditingkatkan menjadi lebih profesional.
Berdasarkan pendapat tersebut, sebaiknya birokrasi pemerintah melakukan tindakan efisien dalam penggunaan perangkat lunak maupun perangkat keras dan juga menempatkan orang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Menurut Gordon dalam Henry terjemahanan Lontoh (2004:6) menyatakan bahwa ciri dari :
Administrasi publik tercermin dari definisi dan individu yang bertindak sesuai dengan peranan dan jabatan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan.
Pendapat tersebut secara implisit menganggap bahwa administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik. Terminology tentang kebijakan publik (public policy) itu sendiri menurut Wahab (2008:2) bahwa :

Kebijakan publik menggunakan istilah yang berbeda-beda karena memang ada yang menggunakan terminology public policy dengan istilah kebijakan publik dan ada pula yang menggunakan istilah kebijaksanaan publik.
Tampaknya para ahli lebih banyak menggunakan istilah kebijakan publik istilah kebijakan publik mengarah kepada produk yang dikeluarkan oleh badan-badan publik yang bentuknya bisa berupa peraturan perundangan dan keputusan-keputusan, sedangkan kebijaksanaan lebih menitik beratkan kepada fleksibilitas suatu kebijakan. Adanya perbedaan pengertian tersebut sebenarnya karena muncul dua konteks istilah yang berbeda, baik dalam konteks Indonesia maupun dalam konteks Inggris, sehingga mengembangkan pengertian dan makna yang berbeda pemahamannya.
Walaupun mengandung makna yang berbeda antara istilah kebijakan publik dengan kebijaksanaan publik, tetapi hakekat kedua istilah tersebut terkait dengan hasil rumusan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kenegaraan sebagai hasil rumusan dari berbagai aspirasi yang diambil dari berbagai kelompok kepentingan di dalam masyarakat. Selanjutnya produk keputusan dimaksud dijadikan sebagi produk administrasi publik yang harus dijalankan oleh lembaga-lembaga Negara sebagai kebijakan Negara yang harus diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Gordon dalam Kasim (2011:2) menyatakan pemahaman mengenai peran administrasi publik sebagai berikut :

Administrasi publik mempunyai peranan yang lebih besar dan lebih banyak terlibat dalam perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Hal tersebut telah mempengaruhi perkembangan ilmu administrasi publik yang ruang lingkupnya mulai mencakup analisis dan perumusan kebijakan (policy analysis and formulation), pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan (policy implementation) serta pengawasan melekat dan penilaian hasil kebijakan tersebut (policy evaluation).
Administrasi publik pada dasarnya tercermin dari tindakan individu sesuai dengan peranan dan jabatan yang diimplementasikan melalui peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga Negara baik legislatif, eksekutif dan peradilan Negara yang berlaku pada suatu Negara yang mengeluarkan peraturan dan perundangan. Selanjutnya Suradinata (2003:34) menyatakan bahwa:
Perkembangan lebih lanjut dari suatu administrasi publik sangat berkaitan erat dengan struktur birokrasi pemerintah (the government’s bureaucracy structure), yaitu sebagai pengaturan organisasi dan konsep-konsep dalam ilmu politik. Bahkan sekarang, seiring dengan terjadinya fenomena baru berupa perubahan-perubahan peran birokrasi kearah paradigma baru, memandang birokrasi sebagai organisasi pemerintahan yang tidak lagi semata-mata hanya melakukan tugas-tugas pemenuhan akan barang-barang publik (public goods) tetapi juga melakukan dorongan dan motivator bagi tumbuh kembangnya peran serta masyarakat.
Hakekatnya administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik untuk dijadikan landasan dalam melakukan dan memberikan pelayanan pada masyarakat sebagai implementasi kebijakan publik. White dalam Handayaningrat (1996:2) menyatakan bahwa :
Public administration consist of all those operations having for their purpose the fulfillment and enforcement of public policy. (administrasi publik terdiri atas semua kegiatan Negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan negara).
Pemahaman tersebut tampak bahwa administrasi publik mencakup kegiatan untuk mencapai kebijakan Negara secara keseluruhan. Menurut Atmosudirdjo (1982:9) memberikan definisi administrasi publik sebagai “Organisasi dan administrasi dari unit-unit organisasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan kenegaraan”. Sedangkan Kristiadi (1994:3) menyebutkan :

Tujuan kenegaraaan sebagaimana dimaksud adalah upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan berbagai barang-barang public (public goods) dan memberikan pelayanan public (service public).
Pendapat tersebut, tampak bahwa tujuan Negara diarahkan pada kesejahteraan rakyat dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang prima pada masyarakat. Siagian (1994:8) memberikan pengertian administrasi sebagai “keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan negara”.
Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa pendekatan administrasi publik Indonesia berhubungan dengan peranan birokrasi pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Pengaruh perilaku aparatur dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan publik akan mewarnai budaya organisasi birokrasi yang pada gilirannya akan berpengaruh pada tingkat efektivitas kerja birokrasi dalam sistem administrasi publik secara keseluruhan.

Pendekatan administrasi publik sebagaimana diuraikan di atas, sangat berhubungan dengan aparatur pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik. Hal ini dinyatakan oleh Wahab (2008:41) yang menyebutkan bahwa :

Pembuat kebijakan publik adalah para pejabat-pejabat publik termasuk para pegawai senior pemerintah (public bureacrats) yang tugasnya tidak lain adalah untuk memikirkan dan memberikan pelayanan demi kebaikan umum.
Pemahaman di atas, tampak bahwa pembuat kebijakan publik itu terdiri dari pejabat publik yang bertugas menjadi pemikir guna memberikan pelayanan umum. Selanjutnya Wahab (2008:48) yang mengutip dari Fisterbuch membagi kebijakan publik kedalam lima unsur, yaitu; “Keamanan (Security), Hukum dan Ketertiban umum (law and order), Keadilan (Justice),  Kebebasan (Liberty) dan Kesejahteraan (Welfare)”
Penyelenggaraan berbagai kegiatan di atas, pada dasarnya merupakan kegiatan administrasi publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah, adanya kesejajaran fungsi antara politik dan administrasi dalam praktek kenegaraan, menjadikan politik mempunyai hubungan yang erat sekali dengan administrasi telah membantah pendapat yang mendikotomikan antara politik dan administrasi, sebagaimana dinyatakan Goodnow dalam Islamy (2007:3) bahwa :
Pemerintah mempunyai dua fungsi yang berbeda (two distinct functions of government), yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik ada kaitannya dengan pembuatan kebijakan atau perumusan pernyataan keinginan negara (has to do with policies or experession of the state will), sedangkan fungsi administrasi adalah yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut (has to do with the excecution of the policies).
Pendapat yang lain tidak sedikit yang menyatakan bahwa pada kenyataanya pakar administrasi menyetujui adanya dikotomi antara politik dan administrasi sebagaimana dikemukakan Goodnow karena pada dasarnya peranan birokrasi pemerintahan bukan saja melaksanakan kebijakan negara, tetapi juga berperan pula dalam merumuskan kebijakan. Peranan kembar yang dimainkan oleh birokrasi pemerintah tersebut, memberikan gambaran tentang pentingnya administrasi publik dalam proses politik.

Konteks diatas, secara praktis menyatakan bahwa tugas birokrasi pemerintah Indonesia merupakan sebagian saja dari fungsi administrasi publik, karena lebih banyak sebagai pelaksana (the execution or implementation) atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan-badan politik melalui mekanisme dan proses politik dalam sistem demokrasi pancasila yang telah dianut selama kurun waktu setengah abad. Dalam konteks perumusan kebijakan, maka peran administrasi publik sebagaimana dikemukakan Presthus dalam Kristadi (1994: 24) bahwa :

Public administration involves the implementation of public policy which has been detemined by representative political bodies. (administrasi publik menyangkut implementasi kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik).

Pernyataan Presthus tersebut, mengindikasikan bahwa adminsitrasi bukan sekedar melaksanakan kebijakan negara (Public Policy) melainkan juga terlibat dalam proses perumusan kebijakan negara dan penentuan tujuan serta cara-cara pencapaian tujuan negara tersebut. Dalam konteks ini, maka administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan badan-badan eksekutif melainkan pula seluruh lembaga-lembaga negara dan gabungan antara lembaga tersebut satu sama lainnya. Dengan demikian, perumusan kebijakan negara (public policy) yang semula merupakan fungsi politik telah menjadi fungsi administrasi publik.

Uraian di atas, menunjukkan bahwa administrasi publik yang dalam tingkat operasional dilakukan oleh birokrasi pemerintah memiliki peranan yang lebih besar karena banyak terlibat tidak hanya dalam tingkat implementasi kebijakan (policy implementation), tetapi terlibat pula dalam tingkat perumusan kebijakan (policy formulation) dan evaluasi kebijakan (public policy evaluation).

Peranan administrasi publik dalam proses politik, dijelaskan menurut Islamy (2007:9) "telah semakin dominan, yaitu terlibat dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan negara". Pendapat tersebut menjelaskan bahwa administrasi publik tidak hanya memainkan peranan instrumental (Instrumental Role) saja melainkan juga aktif dalam peranan politik. Dengan demikian, perumusan kebijakan negara merupakan hal yang sangat penting dalam administrasi publik.
Administrasi publik mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, diantaranya melaksanakan kebijakan publik dengan penuh kesungguhan. Pandangan yang sama dikemukakan oleh Piftner dan Presthus dalam Silalahi (2005:18) yang menyebutkan bahwa :

Public administration may be defined as the coordination of individuals and grup efforts to carry out public policy. (Administrasi publik kiranya dapat dirumuskan sebagai sarana koordinasi dari individu-individu dan kelompok dalam melaksanakan kebijakan negara).
Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa hubungan antara kebijakan administrasi publik dan kebijakan negara yang pada unsurnya dapat dilihat dari fungsinya. Menurut Silalahi (2005:21) tingkat perumusan haluan negara meliputi :

1. Tingkat kelembagaannya, sedangkan perumusan adalah mencanangkan dan menetapkan lembaga yang berperan sebagai perumusan kebijakan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Mempunyai wewenang untuk menetapkan atau menentukan kebijakan yang harus diikuti oleh pemerintah.
b. Mempunyai wewenang untuk menyatakan kehendak pubik dalam bentuk hukum

c. Secara penuh memegang political authory.
2. Tingkat pelaksanaan haluan negara dalam pengertian administrasi negara mencakup tingkat pelaksanaan haluan negara dan sering disebut sebagai tingkat administrasi.
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, sangatlah jelas bahwa terdapat hubungan antara kebijakan negara dengan administrasi publik dan keduanya berkaitan dengan politik, karena memang setiap kehendak politik masuk dalam kebijakan negara yang digariskan. Sedangkan di lain pihak, tingkat pelaksanaan kebijakan yaitu birokrasi sebagai bagian dari administrasi publik juga aspirasinya masuk ke dalam penyusunan kebijakan negara.

Saat ini, para ahli administrasi publik tidak hanya secara tradisional mengartikan "public administration", semata-mata hanya bersifat kelembagaan seperti halnya negara. tetapi telah meluas dalam kriteria hubungan antara lembaga dalam arti negara dengan kepentingan publik (Public interest) dengan demikian dalam konsep demokrasi modern, menurut pemahamannya Islamy (2007: 10) dikatakan sebagai berikut :
Kebijakan negara tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat tetapi opini publik (public opinion) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisukan (tercermin) dalam kebijakan-kebijakan negara. Oleh karena itulah maka kebijakan negara harus selalu berorientasi kepada kepentingan publik.
Berdasarkan uraian-uraian di atas, dijelaskan bahwa politik administrasi publik dan perumusan kebijakan negara masing-masing memiliki peran sendiri, tetapi satu sama lain sangat erat berkaitan dengan masalah-masalah kenegaraan.

2.       Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan mekanisme operasional kebijakan ke dalam prosedur-prosedur birokrasi melainkan juga terkait dengan masalah konflik keputusan. Untuk mencermati proses implementasi kebijakan, terlebih dahulu perlu dipahami beberapa konsep tentang implementasi. kebijakan. Dalam kamus Webster sebagaimana dikutip Wahab dalam Putra (2010:81) dirumuskan sebagai berikut :
Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden)

Implementasi kebijakan sebagai suatu tindakan melaksanakan keputusan negara, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan, pengadilan, perintah presiden atau dekrit presiden. Pemahaman lebih lanjut tentang pelaksanaan kebijakan dirumuskan oleh Udoji dalam Putra (2010:79) sebagai berikut :

The excecution of policies is important if not more important than policy making. policy will remain dreams or blue prints file jackets unless they are impmented. (Pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-Kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus yang tersimpan dengan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Implementasi kebijakan perlu dilakukan secara arif, bersifat situasional, mengacu pada semangat kompetisi dan berwawasan pemberdayaan, hal ini dinyatakan oleh Wahab dalam Putra (2010:80) : 

Implementasi suatu kebijakan publik biasanya terjadi interaksi antara lingkungan yang satu dengan yang lainnya melalui komunikasi dan saling pengertian dari para pelaku (aktor) yang terlibat. Kegagalan komunikasi biasanya terjadi karena pesan yang disampaikan tidak jelas, sehingga membingungkan penerima pesan. Kesalahan interpretasi menyebabkan perbedaan presepsi bahkan mempengaruhi pengertian masyarakat karena kebijakan.
Pendapat tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik dilakukan dalam kerangka interaksi antara lingkungan dengan lingkungan lainnya sehingga tercapai tujuan bersama. Terjadinya proses saling pengertian dalam implementasi kebijakan publik menurut Anderson dalam Putra (2010:113) adalah "Tergantung bagaimana psikologis dalam proses sosialisasi kebijakan tersebut".

Berdasarkan pemahaman di atas, tampak bahwa pemerintah harus berusaha memberi semangat dan keyakinan kepada masyarakat, proses kebijakan publik ditinjau dari sisi psikologi. John dalam Putra (2010:164) mengemukakan bahwa "Implementasi kebijakan publik bersifat saling mempengaruhi dengan kebijakan-kebijakan yang mendahuluinya". Implementasi kebijakan publik yang satu akan mempengaruhi kebijakan publik yang lain sehingga diperoleh hasil yang baik. Selanjutnya Anderson dalam Putra (2010:165) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan kegiatan pengoperasian program yang mempunyai tiga pilar kegiatan, yaitu; Organisasi yaitu penataan sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program tersebut dapat berjalan, Interpretasi yakni penafsiran program agar menjadi rencana yang tepat sehingga dapat diterima dan dilaksanakan, dan Penerapan, yaitu pelayanan sesuai dengan tujuan.

Implementasi kebijakan publik pada dasarnya melibatkan berbagai pihak meskipun dengan persepsi dan kepentingan yang berbeda, bahkan sering terjadi pihak pertentangan kepentingan antar lembaga atau pihak yang terlibat menurut Edward III dalam Putra (2010:9) menyebutkan bahwa terdapat empat kriteria yang menentukan suksesnya implementasi kebijakan publik yaitu : “Communications (Komunikasi), Resources (Sumber daya), Dispotions or atitudes (Sikap) dan Buereaucratic structure (Struktur Birokrasi)”, yang dalam penerapannya sangat simultan, saling berinteraksi dan saling mempengaruhi.

Berdasarkan pemahaman di atas, selanjutnya Winarno (2002:101) menyatakan mengenai implementasi kebijakan, sebagai berikut :

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran maupun masukan.
Pemahaman tersebut, tampak bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam makna luas merupakan administrasi hukum, karena berbagai fasilitas dan kepentingan di dalamnya terlibat dalam implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:102) membatasi impelementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut :

Sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.
Perlu ditekankan disini bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian tahap implementasi terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dari sekian tahap kebijakan publik. Ini berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu kriteria penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.
Lineberry dalam Putra (2010:81) menyatakan bahwa proses implementasi setidak-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut :
(1) Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksanaan; (2) penjabaran tujuan keberhasilan aturan pelaksana (Standard Operating Procedures / SOP); (3) Koordinasi sebagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran; (4) Pembagian tugas di dalam dan di antara dinas-dinas badan pelaksana; (5) Pengalokasian sumber -sumber untuk mencapai tujuan.
Implementasi kebijakan dimaksud untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan dan dilaksanakan, serta apa dampak yang ditimbulkan. Di samping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terkait pada persoalan birokrasi administratif saja melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan (di luar birokrasi) seperti organisasi Kemasyarakatan, hal ini untuk menghindari pertentangan dalam pelaksanaan antara-Implementers (antara unit birokrasi dan non birokrasi) yang berpengaruh pada proses implementasi kebijakan.
2.1.4    Lingkup Organisasi


Organisasi adalah suatu sarana atau alat untuk mencapai tujuan, oleh karenanya organisasi terdiri dari unsur-unsur manusia yang selalu aktif dan bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya Suganda (1996:10) mengenai organisasi menyatakan sebagai berikut :
Organisasi adalah sekelompok orang yang terkait suatu formalitas tertentu sehingga masing-masing mereka memiliki kedudukan, tugas dan wewenang tertentu untuk melakukan interaksi melalui cara-cara tertentu dalam usahanya untuk mencapai tujuan atau secara efisien.
Organisasi dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki struktur organisasi sehingga memberikan kedudukan, tugas dan wewenang masing-masing untuk dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan kesepakatan para anggota organisasi.
Sekelompok manusia membentuk suatu organisasi tidak lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Parson  dalam Harits (2002:27), bahwa :

Organisasi adalah unit sosial (Pengelompokan Manusia) yang sengaja dibentuk dan dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu.
Jelaslah bahwa yang mewadahi dari orang-orang yang memiliki tujuan, tingkat pemahaman dan pengertian adalah "organisasi", oleh karena itu organsiasi harus digerakkan berdasarkan tingkat kemampuan masing-masing dari para anggota atau para pegawai bahkan pimpinan sekalipun.

Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan. keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan sedemikian rupa dengan kerjasama dalam aktivitas-aktivitas yang efisien, sistematis, positif dan terkoordinasi sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan, sebagai sumber daya manusia sangat menunjang dalam karya, bakat, kreatifitas, semangat kerja, motivasi sehingga bagaimanapun canggihnya kemajuan teknologi tanpa aspek manusia, tujuan organisasi akan sulit dicapai.

Organisasi merupakan sistem sosial yang dibentuk atas dasar kepentingan bersama. Hal ini pun sesuai dengan pendapat Davis dan Newsroom dalam Dharma (2003:11-12) mengemukakan sebagai berikut :
Organisasi adalah sistem sosial; konsekuensinya aktivitas organisasi diatur oleh hukum sosial dan hukum psikologis. Sama halnya dengan manusia yang memiliki kebutuhan psikologis, organisasi juga memiliki peran dan status sosial. perilaku organisasi dipengaruh oleh dorongan kelompok dan individu di dalam organisasi.

Perilaku manusia dalam suatu organisasi merupakan awal dari perilaku organisasi yang akan mempengaruhi terhadap semangat kerja dan efektivitas kerja serta tujuan organisasi yang bersangkutan. Karena organisasi juga memiliki peran dan status sosial sehingga perilaku organisasi dipengaruhi oleh dorongan sekelompok dan individu di dalam organisasi. Jadi, perilaku organisasi adalah suatu studi menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam organisasi atau sekelompok tertentu yang meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia. Hakekat organisasi yakni suatu pola kerjasama antar orang-orang yang terlibat dalam kegiatan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu, yang membedakan adanya substansi dan esensi.
2.1.5
Lingkup Remunerasi

Remunerasi merupakan sesuatu yang diterima pegawai sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada suatu instansi. Seperti yang dikemukakan oleh Sikula dalam Hasibuan (2008:119) bahwa : ”A remuneration is a reward payment or reimbrusement for services rendered (Remunerasi adalah suatu hadiah pembayaran atau balas jasa yang diberikan). 
Remunerasi merupakan biaya utama atas keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan bekerja dalam suatu perusahaan atau instansi pemerintah. Remunerasi menjadi alasan utama mengapa kebanyakan   orang mencari pekerjaan. Poels (2003:155), mengemukakan bahwa :
Remunerasi mengandung arti sebagai suatu sistem penentuan atau pemberian imbalan jasa/upah atau kompensasi kepada pegawai dalam suatu perusahaan atau organisasi. Pengertian remunerasi mengandung makna yang luas karena mencakup juga didalamnya unsur-unsur tunjangan berupa uang, fasilitas, jaminan sosial maupun hak istimewa lainnya.
Pendapat Poels tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan penggajian berdasarkan pada uraian atau bobot pekerjaan yang dilakukan pegawai dan tentu saja bobot atau uraian pekerjaan yang dilakukan pegawai satu sama lainnya berbeda-beda. Namun dalam konsep pemberian gaji, upah kompensasi lainnya biasanya disesuaikan dengan model pekerjaan yang dilakukan pegawai dalam organisasi dengan mempertimbangkan efektif tidaknya dalam pencapaian tujuan. Lebih lanjut Poels (2003:156) menyatakan sebagai berikut :

Konsep "Upah" terdiri atas dua unsur. kebijaksanaan penggajian dan instrumen-instrumen teknis untuk merancang dan mengimplementasikan kebijaksanaan. Pada gilirannya, kebijaksanaan penggajian terdiri atas keseluruhan paket tunjangan-tunjangan primer, sekunder, tersier, serta kondisi-kondisi kekayaan lain yang secara bersama-sama merupakan imbalan (keuangan) bagi efektivitas kerja pegawai.
Pendapat tersebut menjelas hubungan antara remunerasi sebagai bagian dari motivasi dan efektivitas kerja. Selain itu, Ardiani (1996:182) menyatakan bahwa : "Proses motivasi mempengaruhi perilaku individu (efektivitas kerja)". 
Telah ditegaskan di atas bahwa remunerasi adalah kompensasi yang telah dinyatakan secara gamblang oleh para ahli tersebut. Adapun yang menjadi komponen-komponen remunerasi dapat diketahui dari pendapat Rivai (2004:360) yang menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) komponen remunerasi yaitu :
1.
Gaji, adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang pegawai yang memberi sumbangan  tenaga dan fikiran sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotaanya dalam sebuah instansi.

2.
Upah, merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada pegawai berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.
3.
Insentif, merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada pegawai karena efektivitas kerjanya melebihi standar yang ditentukan. Insentif merupakan bentuk lain dari upah langsung dari luar upah dan gaji yang merupakan kompensasi tetap, yang biasa disebut kompensasi berdasarkan efektivitas kerja (pay for performance plan)

4.
Kompensasi tidak langsung (fringe benefit), merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan. Contohnya : berupa fasilitas-fasilitas, seperti asuransi, tunjangan, uang pensiun dan lain-lain.

Prakteknya kompensasi atau remunerasi yang diberikan antara satu instansi/perusahaan dengan instansi/perusahaan lain relatif berbeda satu sama lain. Pemberian upah pada dasarnya dipengaruhi oleh lingkungan dan hal ini diuraikan Rivai (2004:363) yaitu :

Diantaranya faktor-faktor yang mempengaruhi upah dan kebijakan kompensasi adalah sesuatu yang berbeda di luar perusahaan, seperti pasar tenaga kerja, kondisi ekonomi, peraturan pemerintah dan serikat pekerja.
Keempat faktor tersebut yaitu pasar tenaga kerja, kondisi ekonomi, peraturan pemerintah dan serikat pekerja memberikan pengaruh terhadap upah dan kebijakan kompensasi dari lingkungan eksternal (luar).   Rivai (2004:357) mengemukakan sebagai berikut :

Remunerasi finansial terdiri dari kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung terdiri dari pembayaran pegawai dalam bentuk upah, gaji, bonus, atau komisi, Kompensasi tidak langsung atau benefit terdiri dari semua pembayaran yang tidak tercakup dalam kompensasi finansial langsung meliputi liburan, berbagai macam asuransi, jasa seperti perawatan anak atau kepedulian keagamaan penghargaan non kausal, seperti pujian, menghargai diri sendiri, dan pengakuan yang dapat mempengaruhi motivasi kerja produktivitas dan kepuasan pegawai.
Remunerasi bila dikelola dengan baik akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan dan memperoleh, memelihara, dan menjaga pegawai. Sebaliknya, tanpa remunerasi yang cukup, pegawai yang ada sangat mungkin untuk meninggalkan organisasi perusahaan, dan untuk melakukan penempatan kembali tidaklah mudah. Akibat dari ketidakpuasan dalam pembayaran yang dirasa kurang. akan mengurangi, efektivitas kerja, meningkatkan keluhan-keluhan, menyebabkan mogok kerja dan mengarah pada tindakan-tindakan fisik dan psikologis seperti meningkatnya derajat ketidakhadiran dan perputaran pegawai yang pada gilirannya akan menurunkan kesehatan jiwa pegawai yang semakin parah. Sebaliknya, jika terjadi kelebihan pembayaran, juga akan menyebabkan perusahaan dan individual (pegawai) berkurangnya daya kompetisinya dan menimbulkan kegelisahan, perasaan bersalah dan merasa yang  tidak nyaman di kalangan pegawai.
Lawler (1983:130) menyatakan sebagai berikut :

1.
Remunerasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal pegawai dan keluarganya.

2.
Harus bersifat adil dan layak. Keadilan ini mengandung makna proporsional jika dihubungkan dengan pengorbanan tenaga dan hasil yang diperoleh, semakin besar input atau pengorbanan yang dikeluarkan maka semakin tinggi pula tingkat upah yang diberikan. Input disini bisa juga diartikan sebagai persyaratan/spesifikasi jabatan yang harus dipenuhi apakah itu knowledge skill atau ability. konsep adil juga mengandung arti dapat diperbandingkan (compatible) antara  pekerjaan-pekerjaan (Jobs) yang setara dalam organisasi itu sendiri (Internal Consistency) maupun dengan market (external consistency).
3.
Remunerasi harus mempunyai daya ikat untuk mencegah pegawai lari keperusahaan lain.
4.
Remunerasi harus juga dapat memotivasi kegairahan dan semangat kerja/moral.

5.
Remunerasi harus bersifat dinamis dan fleksibel terhadap setiap perubahan kondisi dan tidak statis atau kaku.

6.
Komposisi atau struktur remunerasi harus menarik.

Penetapan suatu kebijakan sistem remunerasi yang demikian tentu saja tidak mudah dan harus ditempuh dengan memperhatikan semua aspek yang ada, baik organisasi, perilaku individu atau kelompok pegawai ataupun aspek yang bersifat eksternal. Metode yang paling sering digunakan sebagai dasar penetapan sistem remunerasi adalah evaluasi jabatan (Job Evaluation), yaitu proses analisis untuk menentukan  dan membandingkan nilai suatu jabatan dengan nilai jabatan-jabatan lain yang ada dalam organisasi guna tingkat harga atau balas jasa berdasarkan nilai relatif jabatan-jabatan tersebut.

Alasan paling utama dari penggunaan metode evaluasi jabatan ini sebagai dasar penentuan tingkat upah adalah untuk menjamin terciptanya Internal consistency atau kondisi yang adil (equity), sehingga dapat menciptakan ketenangan kerja dan membantu meningkatkan kegairahan dan semangat kerja (moral pegawai) yang pada akhirnya adalah meningkatnya produktivitas perusahaan. Kondisi ini akan menguntungkan kedua belah pihak baik pegawai maupun perusahaan.

Penerapan metode evaluasi jabatan dapat mengarah pada peningkatan birokrasi dan kemerosotan motivasi untuk mencapai kepandaian dan kemampuan baru. Sistem ini juga cenderung mengabaikan kemampuan individu karena hanya melihat aspek yang ada dalam suatu jabatan (tanggung jawab, kondisi kerja, aktivitas pekerjaan, spesifikasi jabatan serta deskripsi jabatan), tetapi tidak melihat pada aspek performance atau prestasi individu pegawai yang akan ditentukan tingkat upahnya.

Salah satu kondisi yang sangat tidak diharapkan oleh organisasi yang timbul dari sistem evaluasi jabatan sebagai dasar pengupahan adalah bahwa pegawai tidak akan termotivasi atau terdorong untuk bekerja lebih baik dan efektif yang disebabkan oleh karena sistem upah yang tidak kompetitif. Contoh yang sederhana pegawai rajin yang berprestasi baik memperoleh jasa/imbalan yang sama dengan pegawai yang tidak berprestasi atau malas apabila mereka menempati golongang jabatan yang sama atau setara.  Hal yang demikian tentunya akan membuat frustasi atau rasa apatis pegawai yang potensial, cakap dan berprestasi. Lawler melihat kelemahan-kelemahan tersebut, para ahli manajemen (SDM) modern kemudian mengembangkan alternatif sistem pengupahan lain yang lebih mengarah kepada upaya untuk mendorong atau meningkatkan prestasi atau produktivitas kerja. Konsep remunerasi berdasarkan prestasi ini dikenal sebagai "merit sistem". Kunci utama dari konsep sistem pengupahan prestasi ini adalah mengkaitkan langsung antara prestasi atau produktivitas pegawai dengan upah atau imbalan jasa yang diberikan kepada pegawai tersebut. Hal ini mengandung arti keadilan secara profesional yaitu semakin produktif atau makin berprestasi seorang maka akan semakin tinggi/besar pula tingkat upahnya. Jadi yang mempunyai jabatan yang sama bisa saja menerima upah yang berbeda karena prestasi kerjanya yang berbeda. Keadaan ni tentunya akan menjadi pendorong/motivator pegawai untuk selalu meningkatkan efektivitas kerja/prestasi dan produktivitasnya. Lebih baik lagi, dan mempertahankan pegawai yang berprestasi agar tetap berada dalam perusahaan atau menarik minat tenaga ahli dan profesional dari luar untuk bekerja di perusahaan.
Lawler (1983:161) menyatakan bahwa :
Kendala dan kesulitan serta resiko yang apabila tidak diperhitungkan secara matang dari sistem remunerasi berdasarkan prestasi (merit sistem), akan berdampak negatif yang besar bagi pencapaian sasaran perusahaan secara keseluruhan bahkan menurunkan semangat moral pegawai.
Resiko tersebut adalah apabila penilaian prestasi yang dijadikan dasar penetapan "Rewards" tersebut tidak menumbuhkan persepsi adil diantara pegawai secara umum atau dengan kata lain penilaian prestasi tersebut tidak dilakukan secara benar-benar obyektif.

Beberapa faktor atau kendala yang harus diperhatikan dalam menerapkan sistem Remunerasi, Heidjarachman dan Husnan (2002:162) sebagai berikut :

1. Beberapa alat pengukur dari berbagai prestasi ini haruslah bisa dibuat secara tepat. Alat ukur ini (standar) harus wajar dan bisa diterima oleh pegawai.

2.
Alat ukur ini haruslah dihubungkan dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.

3.
Standar yang ditetapkan haruslah mempunyai kadar atau tingkat kesulitan yang sama untuk setiap kelompok kerja.

4.
Penilaian prestasi haruslah dilakukan secara benar-benar obyektif dan dikumpulkan secara tetap setiap periode tertentu.

5.
Standar prestasi hendaknya direview dan disesuaikan secara periodik dengan adanya berbagai perubahan baik internal maupun eksternal.

Setelah penentuan standar dan pengukuran prestasi dilakukan harus pula diperhatikan aspek-aspek dasar yang harus dipenuhi agar sistem remunerasi dapat berhasil dalam implementasinya. Beberapa aspek atau sifat tersebut menurut Heidjarachman dan Husnan (2002:163) sebagai berikut :
1.
Pembayaran hendaknya sederhana sehingga dapat dimengerti dan dihitung oleh pegawai.

2.
Insentif tersebut haruslah berhubungan langsung dengan hasil kerja dalam upaya menaikkan output atau produktivitas.

3.
Pembayaran hendaknya secepat mungkin sehingga pegawai merasakan keterkaitan antara upah yang diterima dengan prestasi hasil kerjanya.
4.
Besarnya tambahan upah karena prestasi tersebut hendaknya cukup merangsang (memotivasi) pegawai untuk mendapatkannya.

5.
Remunerasi tersebut dapat diberikan dalam berbagai atau jenis dengan memperhatikan bagaimana pengukuran prestasi itu dilakukan atau jenis pekerjaan yang dilaksanakan.

Melihat berbagai aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas dari sistem remunerasi berdasarkan prestasi ini sangat bergantung pada efektivitas pengukuran prestasi itu sendiri. Sebab apabila pengukuran prestasi itu dilakukan dengan sembarangan/kurang obyektif maka yang terjadi justru dampak negatifnya, yaitu pegawai akan merasa bahwa prestasinya tidak dihargai dengan semestinya atau merasa diperlakukan tidak adil.  Persepsi para pegawai inilah yang harus dijaga dan dikendalikan, karena persepsi inilah yang mendasari perilaku (behaviour) dan sikap pegawai akan mempengaruhi performance dan prestasinya. Negara dan pemerintah wajib mengusahakan dan memberikan gaji yang adil dan sesuai standar yang layak kepada pegawai  negeri. Gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan.
Sistem penggajian pada umumnya dapat digolongkan dalam dua sistem, yaitu sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama pada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggungjawab pekerjaannya. Sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai pegawai dan beratnya tanggungjawab pekerjaannya maka pihak pimpinan harus diperhatikan berupa penghargaan seperti diberikannya kompensasi.

Kompensasi dari pimpinan merupakan salah satu fungsi dari  manajemen yang mempunyai peranan yang penting, oleh karena itu pelaksanaan kompensasi yang baik akan memberikan sumbangan yang baik pula dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kompensasi merupakan suatu fungsi manajemen personalia dan salah satu aspek yang sangat berarti bagi pegawai maupun organisasi atau lembaga. Kompensasi pada pegawai sebagai jasa atau pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam suatu lembaga atau organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bagaimana peranan serta pentingnya masalah kompensasi ini untuk pegawai dan lembaga atau insitusi. Balas jasa atau kompensasi membuat pegawai dapat bekerja sama dengan institusi dan berprestasi serta memperoleh kepuasan kerja.


Peneliti akan mengemukakan beberapa pendapat atau teori yang dikemukakan oleh para ahli yang dipergunakan sebagai landasan teori untuk membahas permasalahan lebih lanjut sehingga peneliti menjadi terarah dalam melakukan penelitian seperti yang dikemukakan oleh Agus (1994:141) bahwa :

Kompensasi atau balas jasa didefinisikan sebagai pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung finansial maupun non finansial yang adil dan layak kepada pegawai atas sumbangsih mereka dalam pencapaian tujuan organisasi.

Dorongan untuk memuaskan individu kebutuhan pegawai, dimana ia tidak bisa memenuhi tanpa bergabung dengan lembaga atau instansi. Individu cenderung termotivasi dengan berhadiah penghasilan daripada takut terhadap hukuman, hal ini yang akan mendorong sistem manajemen lebih berorientasi pada penghargaan.
Pengertian tersebut menunjukan bahwa kompensasi adalah yang perlu diarahkan dan diperhatikan karena menurut teori kebutuhan dari Maslow dalam Winardi, (2001:69) bahwa "Manusia akan termotivasi dengan sesuatu kebutuhan yang belum ia miliki", selain itu semangat kerja akan menurun. Sehingga untuk mengatasinya atau menghindari menurunnya semangat kerja diperlukan metode-metode, oleh karena itu peneliti ingin meneliti sejauh mana kompensasi yang dilakukan instansi/lembaga.
Berdasarkan pendapat para ahli, masih terdapat keanekaragaman pendapat, namun pada prinsipnya adalah segala sesuatu dalam bentuk kompensasi yang dilakukan oleh pimpinan agar memungkinkan bawahan dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dengan baik sehingga dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Dapat disimpulkan dari berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian kompensasi, yaitu bahwa kompensasi merupakan keseluruhan pemberian balas jasa kepada pegawai baik berupa uang atau materi maupun tidak langsung berupa uang atau non materi kepada pegawai sebagai imbalan atas jasa pegawai selama bekerja pada lembaga atau institusi. Tujuan diadakannya program kompensasi adalah untuk mendapatkan, mengembangkan dan mempertahankan pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ideal yang dibutuhkan oleh instansi. Adapun instansi disamping menunjukkan pada publik, sukses daripada instansi tersebut. Sebab pemberian kompensasi yang tinggi hanya mungkin apabila pendapatan instansi besar. Hasibuan (2008:138) mengemukakan bahwa yang mempengaruhi kompensasi adalah; 

1.
Asas adil, besarnya kompensasi yang dibayar kepada bawahannya harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan kerja dan memenuhi persyaratan internal konsistensi, 

2.
Asas layak dan wajar,  kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolok ukur layak adalah relatif, penetapan kompensasi diatur berdasarkan atas upah minimum dan eksternal konsistensi yang berlaku.

Asas dari pemberian kompensasi seperti yang tercantum diatas pada dasarnya tidak boleh merugikan baik pihak pegawai maupun instansi, karena instansi sangat dibantu sekali dengan keberadaan pegawai sehingga harus dihargai dengan cara memberikan kompensasi yang adil, layak dan wajar.

2.1.6
Lingkup Efektivitas Kerja Pegawai

Efektifnya organisasi lebih cenderung positif jika dinilai tujuannya. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Steers (1985:75) bahwa efektivitas suatu organisasi sebagai kemampuan organisasi tersebut memperoleh dan menggunakan secara efisien sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuannya. Lebih lanjut Gibson et al (1995:27) menyebutkan terdapat dua pendekatan dalam mengidentifikasi  keefektifan, yaitu, (1) pendekatan menurut tujuan, (2) pendekatan  menurut teori sistem. Pendekatan menurut tujuan adalah untuk merumuskan dan mengukur keefektifan melalui pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan usaha kerjasama, adapun pendekatan menurut teori system menekankan kepada pentingnya adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai Kriteria penilaian keefektifan. Etzioni dalam Indrawijaya (1989:27) mengemukakan pendekatan pengukuran efektivitas kerja pegawai yang disebut “System model” mencakup empat kriteria yaitu 
1.
Kriteria adaptasi, maksudnya adalah kriteria efektivitas yang ditentukan sampai sejauh mana penampilan organisasi dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan produktivitas dan lingkungannya.
2.
Kriteria integrasi, maksudnya adalah kriteria efeektivitas yang ditentukan terhadap kemampuan suatu organisasi dalam menyampaikan tugas pokok, fungsi dan perannya dikaitkan dengan organisasi lainnya.

3.
Kriteria motivasi anggota, Maksudnya adalah kriteria efektivitas yang ditentukan sampai sejauhmana keterkaitan dan hubungan antara perilaku organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

4.
Kriteria produksi, Maksudnya adalah kriteria efeektivitas yang ditentukan sampai sejauh mana jumlah organisasi dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan suatu organisasi.
Sedangkan konsep efektivitas kerja pegawai menurut Gibson et al (1995:32) meliputi; Kriteria keefektivitas yang harus mencerminkan keseluruhan siklus masuk-proses-keluar (input – process – output), tidak hanya keluar (output) tetapi ada dampak (impact) dan keluaran (outcome), serta kriteria keefektifan harus mencerminkan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungan sekelilingnya yang menunjukan adanya pengaruh produk efektivitas kerja pegawai bagi organisasi di sekitarnya.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya berhasil mencapai sasaran. Ensiklopedi Administrasi yang dikutip dalam Harits (2002:109) menyatakan bahwa efektivitas itu merupakan suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Dalam pandangan Emerson yang dikutip oleh Handayaningrat dalam Harits (2002:109) menyatakan bahwa efektivitas itu ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas sering ditinjau dari sudut kualitas proses kerja dalam suatu organisasi. Demikian pula pada waktu meneliti perilaku pekerja dalam suatu organisasi, maka beberapa persoalan yang utama mengancam menghalangi usaha manajemen meningkatkan efektivitas kerjanya.

Efektivitas adalah sangat tergantung pada hasil yang dicapai, makin besar hasil atau target yang dicapai maka makin efektiflah pelaksanaan kegiatan kerja dalam suatu organisasi. Dalam kaitan ini, Stoner dalam Sindoro (1996:9) menyatakan bahwa “efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai”. Selanjutnya Gibson dalam Darma (1987:25-26) menyatakan, bahwa ada 3 macam perspektif keefektifan, yaitu; Pertama, keefektifan individu yang menekankan pelaksanaan tugas pekerja atau anggota dari organisasi, dimana tugas-tugas yang harus dilaksanakan adalah bagian dari pekerjaan atau posisi dalam organisasi itu. 
Kedua, keefektifan kelompok, yaitu memperhitungkan jumlah sumbangan dari seluruh anggotanya, dan yang ketiga adalah keefektifan organisasi yang merupakan  fungsi dari keefektifan individu dan kelompok.

Hubungan antara tiga perspektif tentang keefektivan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :



    Sumber : Gibson dalam Darma (1987:25-26).

Gambar :1

Hubungan Perspektif

Individu, kelompok dan Organisasi

Kefektifan tersebut menggambarkan adanya keterkaitan antara individu kelompok dan organisasi. Artinya, bahwa kerja pegawai tidak dapat dipisahkan dengan efektivitas kerja pegawai, sebab hal ini merupakan suatu kesatuan yang untuk antara pekerja, proses kerja didalam organisasi yang sama-sama berorientasi untuk mewujudkan tujuan dengan dasar adanya integritas dalam organisasi, yaitu menyelenggarakan antara kepentingan pribadi sebagai individu (pegawai), kepentingan kelompok dan kepentingan organisasi secara keseluruhan.

Steers (1994:75) mengatakan bahwa pendekatan lain untuk mengukur keefektivan itu adalah optimalisasi tujuan (goal optimalization), ini didasarkan pada suatu pertimbangan bahwa organisasi yang berbeda memiliki tujuan yang berbeda pula. Lebih lanjut dikatakan, hal yang penting dalam proses pencapaian efektivitas adalah penggunaan sistem perspektif yang terbuka untuk melakukan analisa. Pendekatan tersebut menekankan hubungan antara organisasi dengan lingkungannnya. Dengan menggunakan perspektif ini dapat diindentifikasikan empat kategori utama mempengaruhi efektivitas menurut Steers (1994:75) yaitu: Sifat organisasi, seperti struktur dan teknologi, Sifat lingkungan, seperti kondisi ekonomi pasar, Sifat karyawan, seperti tingkat kinerja dan prestasi karyawan serta Kebijakan dan praktek manajerial.

Siagian (1997:151) mengatakan bahwa: “Efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tetap pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya”. Artinya pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung bilamana tugas tersebut diselesaikan dan tidak terutama cara melaksanakannya dan berapa biaya yang diselesaikan itu.

Steers dalam Jamin (1994:5) mengatakan pengertian efektivitas adalah sebagai suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Berdasarkan pengertian tadi, efektivitas kerja pegawai merupakan suatu keberhasilan organisasi yang dijalankan oleh pimpinan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
Sedangkan Gibson (1996:50), alih bahasa Adriani membagi kriteria efektivitas kerja pegawai lima kriteria efektivitas yaitu efektivitas jangka pendek yaitu produk, mutu, efisiensi fleksibilitas. Dua kriteria lain persaingan dan pengembangan melengkapi model kriteria dimensi waktu.

2.2
Kerangka Berpikir
Sebagaimana diketahui kerangka berpikir merupakan teori utama yang secara fisik menggambarkan dua variabel yang dijadikan fokus dalam penelitian. Fokus penelitian ini membahas dua variabel yaitu variabel remunerasi dan variabel efektivitas kerja pegawai yang masing-masing variabel dijelaskan dibawah ini menurut para ahli.

Peneliti akan mengemukakan beberapa pendapat atau teori yang dikemukakan oleh para ahli yang dipergunakan sebagai landasan teori untuk membahas permasalahan lebih lanjut sehingga peneliti menjadi terarah dalam melakukan penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Agus (1994:141)  bahwa :

Remunerasi adalah tujuan paling umum dari pembuatan uraian pekerjaan. Proses ini memberikan informasi dasar untuk mengembangkan suatu kebijakan dalam penggajian. Kebanyakan sistem remunerasi didasarkan atas perbedaan-perbedaan dalam bobot pekerjaan.
Steers dalam Jamin (1994:151) bahwa efektivitas kerja pegawai pengukurannya dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek utama yaitu:

1.
Ketepatan kualitas. Kualitas merupakan tingkat baik buruknya sesuatu atau kadar tertentu, dan derajat/taraf/mutu tertentu baik standar kerja, tetap penggunaan dan sesuai jadwal (On Schedulle);

2.
Ketepatan kuantitas. Kuantitas adalah hasil pemrosesan data dan angka-angka yang menjadi bahan informasi. Pengertian kuantitas dimaksudkan hasil pekerjaan sesuai dengan target yang diharapkan sesuai lokasi kerja, volume. Maupun sesuai dengan kebutuhan lingkungan kerja.

3.
Ketepatan Waktu. Ketepatan waktu merupakan sumber manajemen yang sangat diperlukan, sehingga harus diperhitungkan dengan cermat. Penyusunan jadwal atau schedule merupakan salah satu jalan yang dapat dipakai sesuai prosedur, target yang akan dicapai, maupun dilihat dari banyaknya permintaan stakeholder.
Pendapat tersebut menitik beratkan pada kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat dilihat bahwa remunerasi mempunyai hubungan erat dengan efektivitas kerja pegawai. Remunerasi dengan berbagai komponennya seperti gaji, upah, insentif dan komponen tidak langsung itu adalah suatu elemen yang akan berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai. 
Dengan demikian, tujuan dari adanya remunerasi salah satunya adalah ikatan kerjasama, motivasi, kepuasan kerja, efektivitas kerja, stabilitas karyawan, disiplin (Hasibuan dalam Efendi : 2009 hal 3). Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa remunerasi dapat meningkatkan efektivitas kerja.


Berdasarkan uraian kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas, maka disusun paradigma-paradigma sebagai berikut :



Gambar 2.2
Paradigma Pemikiran Tentang

Pengaruh Remunerasi dan Efektivitas kerja Pegawai

Berdasarkan paradigma tersebut dijelaskan teori komponen remunerasi dan kriteria efektivitas kerja, penggunaan teori tersebut untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan.
2.3    Hipotesis


Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka berpikir di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis utama dan subhipotesis sebagai berikut :

1. Remunerasi besar pengaruhnya terhadap efektivitas kerja pegawai pada Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Remunerasi melalui komponen gaji, upah, insentif, dan kompensasi tidak langsung besar pengaruhnya terhadap efektivitas kerja pegawai pada Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
Kriteria Efektivitas kerja


Steer dalam Jamin (1994:151) 
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(Rivai, 2004:369)
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